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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-

Nya, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015, 

dapat diselesaikan. 

Laporan tahunan ini menguraikan secara diskriptif tentang Pelaksanaan Tugas 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015, yang meliputi bidang teknis 

yustisial, administrasi kepaniteraan dan Kesekretariatan, bidang pembinaan dan 

pengawasan serta bidang teknologi dan informasi. Disamping itu, diuraikan pula 

evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa hambatan, dan cara pemecahannya. Pada 

akhir laporan dimuat pula Rencana Kinerja Tahun 2016 yang disusun sesuai pola 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Instansi Pemerintah. 

Laporan Tahunan ini, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban 

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Se Jawa Timur 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2015, selanjutnya untuk 

dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas 

dan fungsi dimasa yang akan datang, dan sebagai bahan informasi kepada semua 

pihak yang berkepentingan, khususnya jajaran Pimpinan Pengadilan Agama Jawa 

Timur. 

Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami 

sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan 

saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang 

akan datang. 

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. 

 

Surabaya, 31 Desember 2015 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

 

 

 

Dr. H.M. RUM NESSA, S.H., M.H. 

NIP. 19510702 197601 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, 

khusunya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan 

penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap 

penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman ayat (1) dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya  berada di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut 

dengan Peradilan Satu Atap.  

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan 

peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan 

diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-

masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 

2 Tahun 1986 , Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai 

penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 
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A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN   

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya 

meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga 

Peradilan Yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama tahun 2015 telah 

melakukan beberapa kegiatan peningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama 

di Jawa Timur, seperti pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Probolinggo, 

pengadaan meubelair Pengadilan Agama Jember, pengadaan meubelair Pengadilan 

Agama Lumajang, pengadaan meubelair Pengadilan Agama Bangkalan, pengadaan 

meubelair Pengadilan Agama Kab Malang, Pengadaan meubelair Pengadilan Agama 

Pacitan, pengadaan meubelair Pengadilan Agama Magetan, pengadaan meubelair 

Pengadilan Agama Probolinggo serta dimulainya tahap awal pembangunan gedung 

Pengadilan Agama Ngawi dan semua Pengadilan Agama se Jawa Timur telah 

melakukan pengadaan Server, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada 

masyarakat dapat lebih ditingkatkan.  

Disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur 

dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 

2007 Jo Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011, seluruh Pengadilan Agama di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memiliki website yang dapat 

diakses oleh seluruh masyarakat, dan di semua Pengadilan Agama sudah ada meja 

informasi, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya 

perkara, putusan dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus 

dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih 

efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat 

juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. 

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama, sejak tahun 2009 hampir seluruh Pengadilan Agama 

di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memanfaatkan Sistem 
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Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) Plus dan khusus di Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya juga telah diberlakukan Sistem Administrasi Pengadilan Tinggi 

Agama (SIADPTA) Plus sedangkan untuk pengelolaan data kepegawaian telah 

mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG/SIKEP) versi online dari 

Mahkamah Agung RI.  

Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan seluruh 

Pengadilan Agama di Jawa Timur telah memuat transparansi anggaran dan 

transparansi biaya perkara, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat 

diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa 

peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan dalam rangka 

mewujudkan pelayanan prima  sebagai aplikasi dari  Undang-Undang  Nomor 25 

tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

 

B. VISI DAN MISI 

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung 

RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, Terwujudnya 

Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional 

Untuk  mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan; 

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas 

Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Jawa 

Timur; 

3. Memberikan Pelayanan Publik yang Prima dan Keterbukaan Informasi di Bidang 

Hukum, Kepada Masyarakat; 

4. Mewujudkan Kesatuan Pola Tindak dan Pola Kerja sehingga diperoleh Kepastian 

Hukum Bagi Masyarakat. 
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C. RENCANA STRATEGIS 

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat 

antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu 

didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan 

Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi 

terwujudnya good governance. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, 

Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi 

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan 

hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses 

masyarakat pada keadilan (access to justice). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah 

satu program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap 

Pengadilan. Dalam rangka peningkatan program tersebut, di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, diantaranya adalah melanjutkan kegiatan peningkatan 

sarana dan prasarana Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya, dengan melanjutkan pembangunan dan renovasi beberapa gedung kantor 

Pengadilan Agama yang masih belum memenuhi standar. 

Perwujudan Kesatuan Pola Tindak dan Pola Kerja sehingga diperoleh 

Kepastian Hukum Bagi Masyarakat, pada tahun 2015 diwujudkan dalam Buku yang 

berjudul  “Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama” dan “Konfigurasi & 

Dinamika Hukum Peradilan Agama” disusun oleh Tim Penyusun Inventarisasi 

Permasalahan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Diharapkan buku ini 

dapat menjadi pedoman bagi aparat peradilan Peradilan Agama Jawa Timur dalam 

pelaksanaan pelayanan hukum kepada masyarakat  pencari keadilan 

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama 

juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, 
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disamping itu peningkatan disiplin dan kinerja seluruh aparat peradilan agama 

menjadi hal yang sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan 

kinerja bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I.  dan 

melaksanakan  dengan sungguh sungguh  Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 

2010 tentang disiplin pegawai. 

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan 

mengadakan berbagai pembinaan ke Pengadilan Agama tingkat pertama, kegiatan 

pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi. Diantaranya telah melaksanakan kegiatan 

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti serta Ekonomi 

Syariah bagi Pengadilan Agama Se Jawa Timur bekerjasama dengan OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan), Badan Pertanahan Nasional dan Universitas yang mempunyai 

program studi Ekonomi Syariah sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat 

peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan baik bidang tehnis maupun 

non tehnis. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan 

yang dibiayai DIPA Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu Bimbingan Teknis 

Pendidikan Panitera Pengganti, Bimbingan Teknis Jurusita Pengganti, Bimbingan 

Teknis Penyusunan Anggaran dan Bimtek Ekonomi Syariah dan Kegiatan 

penyusunan anggaran. 
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BAB  II 

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

Dalam tinjauan sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I.  Nomor 71 Tahun 1976 tentang 

Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) di Surabaya dengan menyebutkan 

sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta. 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I.  Nomor 6 Tahun 1980 

diadakan perubahan nama dari MIT di Surabaya menjadi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

dengan sendirinya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya didasarkan 

pada Undang-undang tersebut (pasal 106 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama) 

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan 

berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di 

daerah hukumnya.  

     Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a.  Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding; 

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi 

peradilan lainnya; 

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada 

Instansi  
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      Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 

ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, 

Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; 

e.  Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama 

dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; 

f.  Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali 

biaya perkara dan umum); 

g.   Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, 

memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan 

terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya. 

Sedangkan Alur Tupoksi dari Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Jabatan : Ketua 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I. 

 Bawahan langsung : 1. Wakil Ketua 

   2. Hakim 

   3. Panitera/Sekretaris 

   4. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Timur 

 Uraian ringkas tugas : 

1. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya, selaku voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung R.I.  

2. Menerima laporan penanganan perkara dari Pengadilan Agama dan 

mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 

3. Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan. 
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4. Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang 

perlu. 

5. Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya. 

6. Membagi perkara banding kepada Majelis Hakim. 

7. Memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang 

dimohonkan banding. 

8. Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan 

Panitera Pengganti. 

9. Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di 

wilayah hukum PTA Surabaya untuk dijadikan regional data bank. 

10. Memimpin pelaksanaan tugas dan menetapkan rumusan kebijaksanaan serta 

menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan PTA Surabaya; 

11. Menetapkan dan menjadualkan rencana kegiatan; 

12. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 

13. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan PTA 

Surabaya;  

14. Memantau pelaksanaan tugas bawahan dan mengevaluasi prestasi kerja di 

lingkungan PTA Surabaya; 

15. Mengadakan rapat dinas; 

16. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait; 

17. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dan memberikan petunjuk-

petunjuk, pedoman, bimbingan yang diperlukan kepada pejabat struktural, 

fungsional serta pegawai di lingkungan  PTA Surabaya; 

18. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

19. Memberikan nasehat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum 

kepada Masyarakat; 

20. Melakukan waskat rutin dan waskat di lingkungan PTA Surabaya; 

21. Melakukan eksaminasi putusan Pengadilan Agama; 



Bab II  

Struktur Organisasi (Tupoksi) 

 

 

 

13 

22. Melakukan pengurusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

23. Memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

24. Melakukan pengawasan terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PA se Jawa 

Timur tentang teknis yustisial, administrasi peradilan dan tingkah laku perbuatan 

hakim  

25. serta memonitor Pengadilan Tingkat pertama yang mendapat proyek fisik sesuai 

KMA. No. KMA/096/SK/X/2006;  

26. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q. Ketua 

Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.; 

27. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua : 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim  

Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

b. Menangani surat pengaduan dari masyarakat yang berkaitan denganperkara 

dan pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

28. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi IKAHI, PTWP, PPHIM, 

Dharmayukti Karini dan Koperasi. 

 

2. Jabatan : Wakil Ketua 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : - 

 Uraian ringkas tugas : 

1. Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya; 

2. Melaksanakan tugas-tugas Ketua yang didelegasikan kewewenangannya kepada 

Wakil Ketua; 
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3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua baik secara berkala maupun 

insidentil; 

4. Membantu Ketua dalam membuat program jangka pendek dan jangka panjang, 

pelaksanaan dan pengorganisasiannya; 

5. Membantu Ketua dalam melakukan pengawasan umum terhadap Hakim 

Anggota, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengenai tingkah laku dan 

perbuatan di dalam maupun di luar kedinasan; 

6. Mewakili Ketua melaksanakan tugas-tugas Pengawasan termasuk pengawasan 

APBN; 

7. Melaksanakan tugas sebagai koordinator Hakim Pengawas Daerah dan Hakim 

Pengawas Bidang serta melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua; 

8. Memberikan pertimbangan dalam menentukan mutasi, promosi dan pemberian 

jabatan bagi pejabat di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya; 

9. Menjadi Ketua Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara banding; 

10. Menelaah, memeriksa, memusyawarahkan perkara dalam persidangan dan 

mengkonsep putusan / penetapan atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya; 

11. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim; 

12. Menandatangani putusan/penetapan yang sedang dibacakan dalam persidangan; 

13. Melakukan eksaminasi putusan, penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

14. Memimpin diskusi tentang hukum, mengevaluasi dan melaporkan hasilnya 

kepada Ketua; 

15. Memimpin rapat Hakim Pengawas daerah untuk menindak lanjuti pengaduan 

masyarakat yang terkait dengan perkara dan pelanggaran peradilan serta 

melaporkan hasilnya kepada Ketua 
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3. Jabatan : Hakim 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : - 

 Uraian ringkas tugas : 

1. Menyidangkan setiap perkara yang diserahkan kepadanya selaku Hakim anggota 

sidang; 

2. Mengonsep putusan perkara yang ditanganinya; 

3. Mengawasi minutasi  berkas perkara yang ditangani; 

4. Meminutir perkara yang ditanganinya; 

5. Mencatat data perkara yang diserahkan kepadanya sekaligus membuat daftar 

kegiatan persidangan hakim setiap bulan; 

6. Melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap : 

7. Melaporkan hasil pembinaan pengawasan dan eksaminasi secara tertulis kepada 

Ketua PTA  Surabaya; 

8. Membuat catatan penilaian terhadap Panitera Pengganti  yang mengelola masing-

masing berkas perkara yang ditanganinya; 

9. Membantu Ketua melaksanakan eksaminasi  putusan/penetapan; 

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PTA  Surabaya. 

 

3. Jabatan : Panitera/Sekretaris 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : 1. Wakil Panitera  

2. Wakil Sekretaris 

3. Panitera Pengganti 

 Uraian ringkas tugas : 
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1. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan / sekretariat; 

2. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan sekretariat  setiap tahun kegiatan; 

3. Menyusun dan menjadualkan rencana kegiatan 

4. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan 

kepaniteraan / sekretariat; 

5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

kepaniteraan / sekretariat; 

6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 

7. Mengadakan rapat dinas; 

8. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepaniteraan / 

sekretariat; 

9. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait; 

10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan / 

sekretariat; 

11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

12. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat; 

13. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 

14. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan / sekretariat; 

15. Mengatur tugas-tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris  dan Panitera Pengganti; 

16. Menugaskan Panitera Pengganti untuk membantu dan mencatat jalannya 

persidangan; 

17. Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan; 

18. Menandatangani salinan putusan/penetapan Pengadilan (tidak dapat 

didelegasikan) kecuali tidak berada di tempat dengan alasan yang dibenarkan 

peraturan perundang-undangan; 

19. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan (dapat 

didelegasikan); 
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20. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara putusan/penetapan, 

dokumen, akta, buku daftar biaya perkara uang pihak ketiga, surat-surat berharga, 

barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan dengan 

catatan tidak boleh di bawa keluar ruangan kepaniteraan sebelum ada izin Ketua 

PTA Surabaya; 

21. Membuat pertanggungjawaban  pengeluaran biaya perkara  kepada Ketua PTA 

Surabaya; 

22. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PTA Surabaya. 

 

4. Jabatan : Wakil Panitera 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : 1. Panitera Muda Banding 

   2. Panitera Muda Hukum 

 Uraian ringkas tugas : 

1. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan ; 

2. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan ; 

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan ; 

4. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan 

kepaniteraan ;   

5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

kepaniteraan ;   

6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan ;  

7. Mengadakan rapat dinas ; 

8. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepaniteraan ; 

9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan ; 

10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan ; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ; 
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12. Mengevaluasi kinerja aparat di lingkungan kepaniteraan ; 

13. Mengatur tugas-tugas Panitera Muda Kepaniteraan dan Panitera Pengganti ; 

14. Menyiapkan konsep penugasan Panitera Pengganti untuk membantu majelis 

hakim  dan menghadiri serta mencatat jalannya persidangan ; 

15. Membantu Hakim sebagai Panitera Pengganti dengan menghadiri dan mencatat 

jalannya persidangan ; 

16. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan ; 

17. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara putusan/penetapan, 

dokumen, akta, buku daftar biaya perkara uang pihak ketiga, surat-surat berharga, 

barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan dengan 

catatan tidak boleh di bawa keluar ruangan kepaniteraan sebelum ada izin Ketua 

PTA Surabaya ; 

18. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan; 

19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera  PTA Surabaya; 

20. Melaksanakan tugas sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses 

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya ; 

21. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Anonimisasi putusan dan seluruh kegiatan 

team IT di Kepaniteraan; 

22. Sesuai perintah pimpinan melaksanakan Pengawasan  Reguler sebagai 

pendamping Hakim Tinggi Pengawas Daerah. 

 

5. Jabatan : Wakil Sekretaris 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : 1. Kasubag Kepegawaian 

2. Kasubag Keuangan 

3. Kasubag Umum 

   Uraian ringkas tugas : 
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1. Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat; 

2. Menetapkan sasaran kegiatan sekretariat setiap tahun kegiatan; 

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 

4. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan 

sekretariat; 

5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat; 

6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 

7. Mengadakan rapat dinas; 

8. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang sekretariat; 

9. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait; 

10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang sekretariat; 

11. Membuat Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada tahun berjalan 

dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan pimpinan Satuan Kerja; 

12. Membuat dan menandatangani kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat-

surat yang lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa; 

13. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

14. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan 

pengeluaran uang; 

15. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan; 

16. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran yang dilengkapi Rincian Anggaran Biaya 

(RAB) serta kerangka acuan serta data pendukung lainnya untuk anggaran tahun 

berikutnya; 

17. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

18. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan  sekretariat; 

19. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 

20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris PTA Surabaya. 

 

6. Jabatan : Panitera Muda Hukum 
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 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : - 

   Uraian ringkas tugas : 

1.  Memimpin satuan kerja kepaniteraan hukum ; 

2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun ; 

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan ; 

4. Membagi tugas kepada bawahan  dan menentukan penanggung jawab kegiatan ; 

5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

6. Memantau pelaksanaan tugas; 

7. Menerima, mencatat, mengolah, dan menyelesaikan serta mendistribusikan surat-

surat masuk/keluar  sub  kepaniteraan ; 

8. Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara PTA Surabaya ;   

9. Menghimpun, mengolah, menyusun data perkara, statistik data dokumentasi, 

produk putusan PTA Surabaya serta mengevaluasi dan membuat laporan bulanan 

dan tahunan yang diterima dan diputus ; 

10. Memberikan pelayanan izin penelitian  yang dilaksanakan di PTA Surabaya dan 

PA. wilayah PTA Surabaya ; 

11. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul ; 

12. Memantau pelaksanaan pengaduan masyarakat 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan ; 

14. Membantu hakim sebagai Panitera Pengganti dengan menghadiri dan mencatat 

jalannya persidangan ; 

15. Membantu hakim dalam hal : 

a. Membuat penetapan hari sidang ; 

b. Membuat Berita Acara Sidang ; 

c. Mengetik putusan ; 
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16. Melaporkan kepada Meja II tentang hasil persidangan dengan menggunakan 

instrument yang telah ditentukan ; 

17. Sesuai perintah pimpinan melaksanakan Pengawasan Reguler sebagai 

pendamping Hakim Tinggi Pengawas ;   

18. Memantau dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengiriman data yang  

dikirim langsung oleh Pengadilan Tingkat Pertama ke Badilag MARI 

19. Memantau dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anonimisasi dan upload 

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding ; 

20.  Meng-Anonimisasi dan meng-Upload putusan yang telah diputus serta meng-

email ke Pengadilan Tingkat Pertama,  Salinan Putusan PTA yang dimohonkan 

Kasasi ; 

21. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Panitera PTA Surabaya. 

 

7. Jabatan : Panitera Muda Banding 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : - 

   Uraian ringkas tugas : 

1. Memimpin pelaksanaan  tugas sub kepaniteraan banding ; 

2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun ; 

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan ; 

4. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 

5. Menggerakkan dan mengarahkan kegiatan; 

6. Memantau pelaksanaan tugas; 

7. Menerima dan meneliti pengajuan perkara banding sesuai dengan persyaratan 

atau ketentuan yang berlaku ; 

8. Menatausahakan penunjukan majelis hakim dari Ketua PTA Surabaya kedalam 

register perkara ; 
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9. Menatausahakan biaya perkara banding  dalam buku harian, buku jurnal dan 

buku induk keuangan perkara ; 

 10.  Mencatat perkara banding kedalam buku register berdasarkan nomor urut ; 

 11. Menyerahkan berkas perkara banding yang telah memenuhi persyaratan kepada 

Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah 

mendapat persetujuan dari Ketua PTA Surabaya ; 

 12.  Menerima dan mencatat  putusan banding kedalam register perkara banding 

mengenai tanggal penerimaan, tanggal putusan, diktum amar putusan sebagai 

arsip pengadilan ;  

 13.   Mendata dan menyajikan permohonan perkara Banding melalui SIADPA Plus ; 

 14. Melaksanakan  Konsinyering Perkara/Komunikasi Data dari Pengadilan Tingkat 

Pertama ; 

 15.  Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul ; 

 16.  Menerima memori banding/kontra memori banding yang dikirim langsung ke 

PTA Surabaya oleh para pihak ; 

 17.  Mengatur distribusi berkas perkara banding yang akan dibuat penunjukan 

majelis hakim oleh Ketua PTA Surabaya dan Penugasan Panitera Pengganti oleh 

Panitera PTA Surabaya ; 

 18.  Memonitor pengetikan putusan dan salinannya yang dikerjakan oleh masing-

masing Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan ;  

 19.  Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan ; 

20. Sesuai perintah pimpinan melaksanakan Pengawasan Reguler sebagai 

pendamping Hakim Tinggi Pengawas  Daerah 

21.  Meng-Anonimisasi dan meng-Upload putusan yang telah diputus serta meng-

email ke Pengadilan Tingkat Pertama,  Salinan Putusan PTA yang dimohonkan 

Kasasi;  

22.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan ; 

22. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Panitera PTA Surabaya. 



Bab II  

Struktur Organisasi (Tupoksi) 

 

 

 

23 

 

8. Jabatan : Kasubag Kepegawaian 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : Staf Sub Bagian Kepegawaian 

   Uraian ringkas tugas : 

1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian; 

2. Menyiapkan bahan konsep sasaran kegiatan sub bagian kepegawaian setiap tahun;  

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan sub bagian kepegawaian; 

4. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab 

pelaksanaan tugas; 

5. Menggerakkan, mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Sub Bagian Kepegawaian; 

6. Mengadakan rapat dengan bawahan; 

7. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang Sub Bagian 

Kepegawaian; 

8. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian yang lain dan satuan kerja 

dibawahnya atau yang terkait; 

9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian; 

10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

11. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan; 

12. Membuat SK pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan I dan II di lingkungan 

PTA Surabaya; 

13. Memperoses dan mengusulkan kenaikan pangkat secara paperless bagi PNS di 

lingkungan PTA Surabaya; 

14. Memproses dan mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan 

pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PTA Surabaya; 
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15. Memproses dan mengusulkan permintaan atau pemberian persetujuan untuk 

pindah antar instansi dan antar Pengadilan Tingkat Banding; 

16. Memproses / Mengusulkan izin cuti; 

17. Memproses  pemberian persetujuan / mengusulkan ijin belajar; 

18. Memproses pengusulan kepada Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanda 

kehormatan atau penghargaan untuk PNS di lingkungan PTA Surabaya; 

19. Memproses pengusulan kepada Sekretaris Mahkamah Agung R.I. untuk 

mengikuti Ujian Dinas tingkat I dan II serta Penyesuaian Ijazah bagi PNS di 

lingkungan PTA Surabaya; 

20. Mengkoordinir penyusunan dan pemeliharaan file kepegawaian; 

21. Menyelesaikan surat-surat rahasia tentang Kepegawaian yang ditugaskan oleh 

atasan / pimpinan kepada Sub Bagian Kepegawaian; 

22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

23. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris. 

9. Jabatan : Kasubag Keuangan 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Bawahan langsung : Staf Sub Bagian Keuangan 

   Uraian ringkas tugas : 

1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian keuangan; 

2. Menyiapkan bahan konsep sasaran kegiatan sub bagian keuangan setiap tahun; 

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan sub bagian keuangan; 

4. Memberi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab pelaksanaan 

tugas; 

5. Menggerakkan, mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan; 

6. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang keuangan; 

7. Mengadakan rapat dengan bawahan; 
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8. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian yang lain dan satuan kerja di 

bawahnya atau yang terkait; 

9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang keuangan; 

10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

11. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan; 

12. Menerima, mempelajari DIPA dan membuat konsep rencana pembiayaan 

kegiatan; 

13. Menyusun RKA-KL PTA. Surabaya dan mengusulkannya ke Pusat; 

14. Meneliti, menelaah dan merasionalkan RKA-KL PA. Se Jawa Timur dan 

mengusulkannya ke Pusat;  

15. Membahas dan menelaah RKA-KL PTA dan PA Se Jawa Timur; 

16. Menerima dan melakukan pengujian SPP yang meliputi : 

a. Memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP; 

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA; 

c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja; 

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih; 

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan. 

17. Menandatangani SPM; 

18. Melaksanakan pengajuan, realisasi dan pertanggungjawaban remunerasi PTA 

Surabaya; 

19. Monitoring dan menghimpun pengajuan dan pertanggungjawaban remunerasi 

Pengadilan Agama se- Jawa Timur; 

20. Melaksanakan laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan; 

21. Memonitor dan mengevaluasi laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan;   

22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

23. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris dan / atau Kuasa 

Pengguna Anggaran. 
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10.  Jabatan :  Kasubag Umum 

 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 Atasan langsung : Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

   Uraian ringkas tugas : 

1. Menyiapkan bahan konsep sasaran kegiatan sub bagian Umum setiap tahun; 

2. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan sub bagian Umum; 

3. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab 

pelaksanaan tugas; 

4. Menggerakkan, mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Sub Bagian Umum; 

5. Mengadakan rapat dengan bawahan; 

6. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang Sub Bagian 

Umum; 

7. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian yang lain dan satuan kerja 

dibawahnya atau yang terkait; 

8. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Umum; 

9. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 

10. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan; 

11. Memimpin Pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; 

12. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum; 

13. Memberi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab pelaksana 

kegiatan; 

14. Menyusun sasaran kegiatan setiap tahun; 

15. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub 

Bagian Umum; 

16. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 

17. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 
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18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang surat-menyurat, perlengkapan, rumah 

tangga, perpustakaan, dan pembangunan ;  

19. Memimpin pelaksanaan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);  

20. Mengevaluasi laporan BMN bulanan, semesteran dan tahunan PTA dan PA 

Sejawa Timur; 

21. Mengevaluasi kebersihan Gedung dan Halaman Kantor PTA Surabaya; 

22. Mengevaluasi setiap usulan penghapusan PTA dan PA Se-Jawa Timur; 

23. Mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua, roda empat 

dan barang inventaris lainya; 

24. Mengevaluasi keamanan gedung kantor; 

25. Memeriksa setiap barang pembelanjaan dari DIPA yang bukan belanja modal; 

26. Membantu melakukan pembahasan / penelaahan DIPA ; 

27. Merumuskan bahan konsep POK dan rencana penggunaan DIPA ; 

28. Melaksanakan penjemputan tamu tamu dari pusat. 

29. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ; 

30. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris 

 

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Untuk mendorong penyelenggaraan Pemerintah dan Lembaga Negara  yang lebih 

efektif, efisien dan akuntabel, Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-

prinsip penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good 

governance and clean government) melalui penerapan reformasi birokrasi, yang secara 

umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Secara operasional wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

adalah berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan 

fungsi pelayanan umum yang berkualitas, memuaskan, transparan, dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut, 

diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman/petunjuk bagi 

para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna 

layanan (pelanggan) untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan 

yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih 

tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas.  

Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan kerja di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ini 

mempunyai tujuan : 

a.  Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

b.  Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan 

pengendalian. 

c.  Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur. 

d.  Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan 

tugas umum dibidang peradilan. 

e.  Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur 

peradilan secara proporsional. 

f.   Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima 

layanan mengenai hak dan kewajibannya. 

  Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh setiap satuan kerja di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ini 

sangat bermanfaat : 

a.  Sebagai Standar yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi 

kesalahan atau kelalaian. 

b.  Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung 

sebagaimana mestinya. 

c.  Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses. 



Bab II  

Struktur Organisasi (Tupoksi) 

 

 

 

29 

d.  Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil 

dalam pelaksanaan tugas. 

e.  Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja. 

f.  Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih. 

g.  Membantu pegawai menjadi lebih mandiri.  

h.  Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural. 

i.  Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah 

perbaikan. 

Berikut ini merupakan beberapa bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berupa format Diagram Alir Bercabang (Branching 

Flowcharfs), dibagi berdasarkan spesifikasi bidang kegiatan / pekerjaan yang dilakukan 

secara berkelanjutan, serta memiliki keterkaitan dengan SOP bidang yang lainnya. 

Secara terperinci dapat dilihat pada lampiran. 

  

B.  Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  

             Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. 

Nomor 30A/SEK/KU.01/1/2014 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Sasaran Kerja 

Pegawai, dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pegawai Pegadilan Tinggi Agama 

Surabaya telah menyelesaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing-masing dan telah 

sampai pada Penilaian akhir tahun 2015, beberapan SKP tersebut sebagaimana 

terlampir. 
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

  

A. SUMBER DAYA MANUSIA  

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi 

institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih 

baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian 

berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya 

Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.  

Dalam hal ini Sumber Daya Manusia dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis 

Yudisial, sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya terdiri dari : 

Ketua    : 37 (tiga puluh tujuh) orang 

Wakil Ketua   : 36 (tiga puluh enam) orang 

Hakim    : 319 (tiga ratus sembilan belas) orang  

Panitera/Sekretaris  : 37 (tiga puluh tujuh) orang 

Wakil Panitera  : 36 (tiga puluh enam) orang 

Panitera Muda  : 107 (seratus tujuh) orang 

Panitera Pengganti  : 152 (seratus lima puluh dua) orang 

Jurusita   : 9 (sembilan) orang 

Jurusita Pengganti  : 36 (tiga puluh enam) orang 
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Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial  

Tahun 2015 

 

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya terdiri dari : 

Sekretaris   : dijabat rangkap oleh Panitera 

Wakil Sekretaris  : 35 (tiga puluh lima) orang 

Kasubag / Kaur  : 93 (sembilan puluh tiga) orang 

Staf Pengadilan  : 210 (dua ratus sepuluh) orang 

Lebih detail dan rinci sebagaimana Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlampir. 

 

Prosentase Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial  

Tahun 2015 
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1. Rekruitmen  

Dalam tahun Anggaran 2015, sesuai dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi yang melakukan moratorium dalam 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,  maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

pada tahun 2015 tidak menerima tambahan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil, 

karena Mahkamah Agung R.I. tidak melakukan rekruitmen.  

2.  Mutasi  

A.  Mutasi Jabatan  

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan 

Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung R.I. nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang 

Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan 

Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di 

Bidang Kepegawaian. 

Pelaksanaan Mutasi Jabatan tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya adalah sebagai berikut :  

- Memproses usul mutasi tempat tugas dari, ke luar dan mutasi antar Pengadilan 

Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 206 (dua 

ratus enam) orang yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) orang masuk dari 

luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 24 (dua puluh empat) 

orang ke luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan 104 (seratus 

empat) orang mutasi antar Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya. 
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B. Mutasi Kenaikan Pangkat   

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya adalah sebagai berikut : 

- Memproses mutasi kenaikan pangkat secara paperless yang terdiri dari periode 

April 2015 sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang yang terdiri dari 16 

(enam belas) orang golongan II, 71 (tujuh puluh satu) orang golongan III. dan 

39 (tiga puluh sembilan) orang golongan IV, sedangkan untuk periode Oktober 

2014 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang 

golongan II, 26 (dua puluh enam) orang golongan III dan 31 (tiga puluh satu) 

orang golongan IV. 

3. Promosi 

Memproses usul mutasi dan promosi hakim dan pegawai di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) 

orang pegawai (baik teknis maupun non teknis) dan 8 (delapan) orang hakim.  

4. Pensiun  

Memproses usul pensiun berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 1969 

tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebanyak 18 (delapan 

belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang Hakim, dan 12 (dua belas) orang 

Pejabat Kepaniteraan / Panitera Pengganti. 
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B. KEADAAN PERKARA  

1. Rekapitulasi Perkara 

1.1 Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama se Jawa Timur 

 

Data Perkara Pengadilan Agama se wilayah Jawa Timur  

Tahun 2010 – 2015 

 

Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se Jawa Timur, yang diterima 

dan diputus tahun 2015, dapat dirinci sebagai  berikut : 

No Pengadilan Agama 

Keadaan Perkara 

Sisa (%) 

 

Sisa 

Akhir 

2014 

Perkara 

Diterima 

2015 

Jumlah 
Perkara 

Putus 
Sisa 

  

1 PA. BANGIL 452 2.321 2.773 2.261 391 14,10 
  

2 PA. BANGKALAN 342 1.549 1.891 1480 341 18,03 
  

3 PA. BANYUWANGI 1.724 7.665 9.389 7525 1436 15,29 
  

4 PA. BAWEAN 51 263 314 263 45 14,33 
  

5 PA. BLITAR 1.253 4.864 6.117 4790 1126 18,40 
  

6 PA. BOJONEGORO 724 3.194 3.918 3135 670 17,10 
  

7 PA. BONDOWOSO  339 2.080 2.419 1970 353 14,59 
  

8 PA. GRESIK 367 2.300 2.667 2257 283 10,61 
  

9 PA. JEMBER 980 7.001 7.981 6826 881 11,03 
  

10 PA. JOMBANG  678 3.395 4.073 3237 637 15,63 
  



Bab III  

Pembinaan Dan Pengelolaan 

 

 
 

35 

11 PA. KANGEAN 128 570 698 505 149 21,34 
  

12 PA. KAB. KEDIRI 965 4.429 5.394 4263 899 16,66 
  

13 PA. KODYA KEDIRI  141 796 937 733 138 14,72 
  

14 PA. KRAKSAAN 468 3.256 3.724 3167 384 10,31 
  

15 PA. LAMONGAN 653 3.129 3.782 3046 593 15,67 
  

16 PA. LUMAJANG 961 4.008 4.969 3972 805 16,20 
  

17 PA. KAB. MADIUN 416 1.644 2.060 1502 479 23,25 
  

18 PA. KODYA MADIUN  108 490 598 464 98 16,38 
  

19 PA. MAGETAN 330 1.572 1.902 1508 314 16,50 
  

20 PA. KAB. MALANG  1.457 8.497 9.954 8220 1438 14,44 
  

21 PA. KODYA MALANG  645 2.909 3.554 2691 639 17,97 
  

22 PA. MOJOKERTO  467 3.178 3.645 2942 475 13,03 
  

23 PA. NGANJUK 521 2.522 3.043 2487 438 14,39 
  

24 PA. NGAWI  491 2.028 2.519 1974 469 18,61 
  

25 PA. PACITAN 117 1.143 1.260 1086 125 9,92 
  

26 PA. PAMEKASAN 238 1.737 1.975 1651 269 13,62 
  

27 PA. PASURUAN 287 2.198 2.485 2011 352 14,16 
  

28 PA. PONOROGO  530 2.530 3.060 2408 575 18,79 
  

29 PA. PROBOLINGGO  75 780 855 733 73 8,53 
  

30 PA. SAMPANG 163 1.319 1.482 1271 177 11,94 
  

31 PA. SIDOARJO  1.054 4.432 5.486 4043 1034 18,84 
  

32 PA. SITUBONDO  479 2.278 2.757 2246 352 12,76 
  

33 PA. SUMENEP 286 1.738 2.024 1687 270 13,33 
  

34 PA. SURABAYA  1.978 8.262 10.240 7313 1852 18,08 
  

35 PA. TRENGGALEK 338 2.127 2.465 2081 309 12,53 
  

36 PA. TUBAN 651 3.085 3.736 3052 528 14,13 
  

37 PA. TULUNG AGUNG  770 3.343 4.113 3319 610 14,83 
  

Total 21.627 108.632 130.259 104119 20007 15,35 
  

 

Dari data di atas diketahui bahwa Rekapitulasi perkara yang diselesaikan oleh 

Pengadilan Agama se Jawa Timur selama tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut: 

1).  Diterima                   =   130.259      perkara 

2).  Diputus                  =   104.119      perkara 

4).  Sisa                  =     20.007      perkara 

5). Selesai  Minutasi                 =      93.434    perkara 

6). Sisa yang belum diminutasi  =       10.685   perkara 
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1.2 Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

Data Perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  

Tahun 2010 – 2015 

1.2.1  Keadaan Perkara 

Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

pada tahun 2014 sebanyak 14 perkara. Sedangkan perkara permohonan banding yang 

diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2015 sebanyak 382 perkara, 

keseluruhannya berjumlah 396 perkara. 

Perkara banding yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 381 perkara sehingga sisa 

perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 15 perkara (3,78 %). 

1.2.2 Minutasi Berkas Perkara 

Dari perkara putus sebanyak 381 perkara, berkas perkara yang masuk minutasi 

sebanyak 381 perkara, yang sudah selesai diminutasi sebanyak 381 berkas perkara 

sehingga yang belum diminutasi 0 perkara. Berkas bundel A (asli) beserta salinan 

putusannya dikirim kembali kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan. 

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 

Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara diterima tahun 2015 sebanyak 

382 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 14 perkara maka jumlah keseluruhan 396 perkara 
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dengan adanya perkara tersebut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berjumlah 24 

Hakim dan sering terjadinya Hakim yang pensiun dan juga telah dimutasi dan digantikan 

dengan hakim yang baru maka terjadilah perubahan Penunjukan Majelis Hakim, maka 

kegiatan hakim dalam  menerima perkara dengan rincian sebagai berikut : 

1. Dr.H.M. Rum Nessa,S.H.,M.H. = 3 perkara 

2. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H = 5 perkara 

3. Drs.H. Ridwan Hajjaj, M.A = 22 perkara 

4. Drs. H. Samparaja, S.H., M.H = 25 perkara 

5. Drs. H. Abd. Azis, M.H = 21 perkara. 

6. Drs. H. Sholeh,S.H.,M.H = 23 perkara 

7. Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H = 22 perkara 

8. Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H = 22 perkara 

9. Drs. H. Achmad Hanifah = 20 perkara 

10. Drs. H. Masyhar Nawawi, SH = 3 perkara 

11. Drs. H. Jaliansyah, S.H., M.H = 15 perkara 

12. Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H = 22 perkara 

13 Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.H = 7 perkara 

14 Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H = 21 perkara 

15 Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H =  6 perkara 

16 Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan,S.H = 26 perkara 

17 Drs. H. Ibrahim Salim,SH = 24 perkara 

18 Drs. H.Wiyoto, SH. = 15 perkara 

19 H. Munardi, S.H. =   8 perkara 

20 Drs. H. Fakhruddin Cikman, S.H., M.Si = 21 Perkara 

21 Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H = 24 perkara 

22 Dr. H.Sutomo, SH.MH. = 14 perkara 

23 Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H.,MSI = 27 perkara 

Jumlah Perkara Keseluruhan = 396 perkara 

 

Untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah 

diputus sebanyak 381 perkara tersebut dengan rincian sebagai berikut : 

a. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan tingkat  Banding berjumlah            313 

perkara 

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan TK Banding berjumlah           57 

perkara 
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c. Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat diterima TK banding berjumlah     11 

perkara 

3. Putusan Yang Diajukan Banding 

Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2015 yang mengajukan perkara Banding 

pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan rincian sebagai berikut : 

a. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan tingkat  Banding berjumlah.279  perkara 

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan TK Banding berjumlah. 46 perkara 

c. Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat diterima TK banding berjumlah  9 perkara 

 

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi 

Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2015 yang mengajukan perkara Kasasi  

pada Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut : 

a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK Kasasi `berjumlah 23 

perkara. 

b. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan TK Kasasi berjumlah 5. 

Perkara. 

c. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan TK Banding dan tidak dapat diterma TK Kasasi 

berjumlah 30 perkara. 

d. d. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi 

berjumlah.2 perkara  

e. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK Banding dan dibatalkan TK Kasasi 

berjumlah.13 perkara 

 

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)  

Pengadilan Agama Se Jawa Timur tahun 2015 yang mengajukan perkara 

Peninjauan Kembali  pada Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut : 

a. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Kasasi, yang dikuatkan 

TK PK berjumlah 0  perkara 
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b. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Kasasi, yang dikuatkan 

TK PK  berjumlah 0 perkara 

c. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima TK  Kasasi, 

yang dikuatkan TK PK  berjumlah 3 perkara 

d. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Kasasi, yang dikuatkan 

TK PK berjumlah 1 perkara 

e. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan banding dan dibatalkan TK Kasasi, yang 

dikuatkan TK PK berjumlah 0 perkara 

f. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Kasasi, yang dibatalkan 

TK PK  berjumlah 0 perkara 

g. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Kasasi, yang dibatalkan  

TK PK berjumlah 0 perkara 

h. Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan TK banding dan tidak dapat diterima TK Kasasi, 

yang dibatalkan  TK PK berjumlah 0 perkara 

i. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan TK banding dan dikuatkan TK Kasasi, yang 

dibatalkan TK PK berjumlah 0  perkara 

j. Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan banding dan dibatalkan TK Kasasi, yang 

dibatalkan TK PK berjumlah 0 perkara 

k. Putusan Pengadilan TK I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan TK PK  

berjumlah 0 perkara 

l. Putusan Pengadilan TK Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan TK PK 

berjumlah 0 perkara 

m. Putusan Pengadilan TK Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan TK PK 

berjumlah 0 perkara 

n. Putusan Pengadilan TK I yang  berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan TK PK 

berjumlah 0 perkara 

o. Putusan Pengadilan TK Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan TK PK 

berjumlah 0 perkara 
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p. Putusan Pengadilan TK Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan TK PK 

berjumlah 0 perkara 

q. Putusan Pengadilan TK I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima TK 

PK berjumlah 0. perkara 

r. Putusan Pengadilan TK Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat 

diterima TK PK berjumlah 0. Perkara 

 

C. PENGELOLAAN  SARANA DAN PRASARANA 

Dalam kurun waktu tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan 

Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan peningkatan 

sarana dan prasarana kantor yang memadai guna mendukung kelancaran tugas pokok dan 

fungsi Peradilan Agama. Aktivitas tersebut meliputi pengadaan, pemeliharaan dan 

penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung serta fasilitas gedung yang dalam 

pengelolaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan 

Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden 

R.I. Nomor 70 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

1. Sarana dan Prasarana Gedung 

a) Pengadaan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan peningkatan sarana dan 

prasarana sebagai berikut : 

No Jenis Pengadaan Nilai Pengadaan 

1. Pengadaan Pengolah Data 73.000.000 

2. Pengadaan Meubelair 48.000.000 

 

Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah 

melakukan peningkatan sarana dan prasarana gedung baik gedung kantor pengadilan 
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maupun rumah dinas berupa pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi yang 

terdiri atas : 

NO SATUAN KERJA NILAI PENGADAAN KETERANGAN 

(1) (2) (4) (5) 

1 PA.Surabaya 110.000.000 Pengadaan Pengolah Data 

2 PA Bojonegoro 39.875.000 Belanja Modal Peralatan 

Dan Mesin 

3 PA.Lamongan 365.000.000 Pengolah Data dan 

Meubelair 

4 PA.Jember 540.000.000 
Pengadaan Meubelair dan 

Server 

5 PA.Banyuwangi 40.000.000 Pengadaan Server 

6. PA.Kab Kediri 40.000.000 Pengadaan Server 

7. PA.Tulungagung 40.000.000 Pengadaan Server 

8. PA.Blitar 238.000.000 
Pengadaan Meubelair dan 

Pengadaan Server 

9. PA.Malang Kodya 40.000.000 Pengadaan Server 

10. PA.Lumajang 500.000.000 Pengadaan Meubelair 

11. PA.Tuban 40.000.000 Pengadaan Server 

12. PA.Mojokerto 40.000.000 Pengadaan Server 

13. PA.Sidoarjo 40.000.000 Pengadaan Server 

14. PA.Jombang 290.490.000 
Pengadaan Meubelair, roda 

4 dan Server 

15. PA.Gresik 189.740.0500 
Pengadaan Meubelair dan 

Server 

16. PA.Bondowoso 40.000.000 Pengadaan Server 

17. PA.Situbondo 40.000.000 Pengadaan Server 

18. PA.Trenggalek 40.000.000 Pengadaan Server 

19. PA.Nganjuk 830.000.000 

Pengadaan Roda 4, 

Meubelair, Gordyn, Rehab 

lanjutan rumah dinas, 

Rehabilitasi Kantor 
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20. PA.Pasuruan 40.000.000 Pengadaan Server 

21. PA.Bangil 40.000.000 Pengadaan Server 

22. PA.Probolinggo 2.140.000.000 

Pengadaan Meubelair, 

Server, Pembangunan 

Gedung (Finishing) 

23. PA.Kraksaan 40.000.000 Server 

24. PA.Madiun 240.000.000 Server, Pembangunan Pagar 

25. PA.Kab Madiun 175.000.000 
Server, Body Repair 

Kendaraan, Meubelair 

26. PA.Ponorogo 40.000.000 Server 

27. PA.Bangkalan 715.214.500 

Server, Pengadaan 

Meubelair, Pembangunan 

Sarana Gedung 

28. PA.Pacitan 439.868.000 

Pengadaan Meubelair, 

Server, Pengolah Data dan 

Sarana Kantor 

29. PA.Pamekasan 40.000.000 Pengadaan Server 

30. PA.Sampang 365.000.000 

Pengadaan Server, 

Pengolah Data, Pengadaan 

Meubelair 

31. PA.Sumenep 39.820.000 Pengadaan Server 

32. PA.Ngawi 3.040.000.000 
Pembangunan Gedung 

Tahap I dan Server 

33. PA.Kediri 40.000.000 Pengadaan Server 

34. PA.Magetan 40.000.000 Pengadaan Server 

35. PA.Kab Malang 540.000.000 
Pengadaan Meubelair dan 

Pengadaan Server 

36. PA.Kangean 221.500.000 
Pengadaan Server dan Ups, 

dan Pengadaan Roda 4  

37. PA.Bawean 40.000.000 Pengadaan Server 

Tabel 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung di Lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2015 

 

b) Pemeliharaan 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang dilakukan melalui belanja 

barang meliputi bangunan dan lingkungan gedung kantor pengadilan serta rumah 
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dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2015 terdiri dari : 

No. Jenis Pemeliharaan Vol Nilai Pemeliharaan 

1. Pemeliharaan Gedung 

Bangunan Dan Rumah Dinas 

1.524 m2 Rp.  74.471.562,- 

2. Peralatan Dan Mesin 

(Kendaraan Roda 2 dan 4) 

22 Unit Rp.  256.389.785,- 

3. Laptop, P.C, Printer, AC 110 Unit Rp.  41.442.650,- 

Tabel 5.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2015 

 

Sedangkan untuk pemeliharaan bangunan dan lingkungan gedung kantor, serta 

rumah dinas pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya tahun 2015 adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini : 

NO SATUAN KERJA 
JENIS 

PEMELIHARAAN 

LUAS 

(M2) 

 NILAI 

PEMELIHARAAN  

(1) (2) (3) (4)  (5)  

1 PA. Surabaya Gedung Kantor 2.100 m2  Rp         61.901.000  

2 PA. Bojonegoro Gedung dan 

Bangunan Kantor 

1.086 m2  Rp         40.890.000  

3 PA. Lamongan Gedung Dan Kantor 1.867 m2  Rp         74.368.000  

4 PA. Jember Gedung Kantor 641 m2  Rp         25.615.000  

Sarana Gedung   Rp         15.930.000  

5 PA. Banyuwangi Gedung Kantor 380 m2  Rp         17.100.000  

Halaman Gedung 

Kantor 

980 m2  Rp           7.840.000  

6 PA. Kab. Kediri Gedung Kantor 1.380 m2  Rp         30.560.000  

Halaman Gedung 

Kantor 

2.117 m2  Rp         17.960.000  

7 PA. Tulungagung Gedung Kantor 1.628 m2  Rp         37.444.000  

Rumah Dinas 187 M2  Rp           1.910.000  

8 PA. Blitar Gedung Kantor 800 m2  Rp           4.719.768 

Gedung Kantor 26 M2  Rp           2.531.000  

9 PA. Malang Gedung Kantor 618,95 M2  Rp         26.204.000  
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10 PA. Lumajang Gedung Kantor 691 M2  Rp         10.420.000  

11 PA. Tuban Gedung Kantor 1.066 M2  Rp         52.014.300  

Rumah Dinas 70 M2  Rp           7.550.000  

12 PA. Mojokerto Gedung Kantor 800 m2  Rp         20.000.000  

Gedung Arsip 250 M2  Rp           7.025.000  

13 PA. Sidoarjo Halaman Gedung 

Kantor 

732 M2  Rp           7.320.000  

Gedung Kantor 469 m2  Rp         25.795.000  

14 PA. Jombang Gedung Kantor 6.080 m2  Rp         40.467.892  

Halaman Gedung 

Kantor 

4.932 M2  Rp         24.660.000  

15 PA. Gresik Gedung Kantor 694 m2  Rp         596.946.000  

Peralatan dan Mesin   Rp         58.889.300  

16 PA. Bondowoso Gedung Kantor 585 M2  Rp         24.800.000  

17 PA. Situbondo Rumah Dinas 78 M2  Rp           1.125.000  

Gedung Kantor 1.599 m2  Rp         22.747.600  

18 PA. Trenggalek Rumah Dinas 275 M2  Rp           5.500.000  

Halaman Rumah 

Dinas 

381 M2  Rp           3.810.000  

Gedung Kantor 808 M2  Rp         28.280.000  

Halaman Gedung 

Kantor 

376 M2  Rp           3.760.000  

19 PA. Nganjuk Gedung dan 

Bangunan 

951 m2  Rp         23.775.000  

20 PA. Pasuruan Gedung dan Halaman 

Kantor 

2080 m2  Rp         51.064.000  

21 PA. Bangil Gedung Kantor 971 M2  Rp         38.840.000  

Halaman Gedung 1.395 M2  Rp           2.232.000  

22 PA. Probolinggo Gedung Kantor 417 M2  Rp         10.425.000  

23 PA. Kraksaan Gedung Kantor 644 M2  Rp         23.823.400  

Halaman Kantor 570 M2  Rp           3.990.000  

24 PA. Madiun Gedung Kantor 551 m2  Rp         11.020.000  

Halaman Gedung 

Kantor 

3.708 M2  Rp           7.416.000  

Rumah Dinas 78 M2  Rp         13.140.000  

25 PA. Kab. Madiun Pengecatan Dinding 

Luar Gedung Kantor  

1.600 M2  Rp         42.000.000  

26 PA. Ponorogo Pengecatan ruang 62 M2  Rp         15.950.000  
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tunggu, penggantian 

keramik dinding, 

Penggantian Plaform 

27 PA. Bangkalan Gedung Kantor 1.232 m2  Rp         17.985.000  

Halaman Gedung 

Kantor 

680 M2  Rp           6.800.000  

28 PA. Pacitan Rumah dinas 3281 m2  Rp           41.167.000  

Gedung Kantor 1.400 M2  Rp         48.167.000  

29 PA. Pamekasan Gedung dan 

Bangunan 

2.184 M2  Rp         31.952.000  

30 PA. Sampang Rumah Dinas 97 M2  Rp           4.850.000  

Gedung Kantor 494 m2  Rp         27.664.000  

Halaman Gedung 894 M2  Rp           8.940.000  

31 PA. Sumenep Rumah Dinas 350 M2  Rp         14.000.000  

Halaman Gedung 

kantor 

1.216 M2  Rp         24.320.000  

Gedung kantor 2.366 m2  Rp           33.268.000  

32 PA. Ngawi Gedung dan 

Bangunan 

795 m2  Rp         31.800.000  

33 PA. Kediri Halaman Gedung 

Kantor 

439 M2  Rp         21.950.000  

Gedung Kantor 894 M2  Rp           8.940.000  

34 PA. Magetan Gedung Kantor 1.200 M2  Rp         30.000.000  

Halaman Gedung 

Kantor 

3.700 M2  Rp           3.700.000  

Rumah Dinas 2 Unit 450 M2  Rp           1.800.000  

35 PA. Kab. Malang Gedung Kantor 1.000 M2  Rp         22.000.000  

36 PA. Kangean Rumah Dinas 70 M2  Rp           5.366.300  

Gedung Kantor 331 m2  Rp         26.480.000  

37 PA. Bawean Gedung Kantor 234 M2  Rp         18.710.000  

Rumah Dinas 140 M2  Rp           4.200.000  

Tabel 5.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan     Agama di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015 
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2. Pengelolaan 

a) Penghapusan 

Pengadilan Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 

tahun 2015 telah melaksanakan penghapusan pada Barang Milik Negara pada aset 

berupa peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut: 

NO SATUAN 

KERJA 

NO.BAST/TANGGAL NILAI 

(1) (2) (3) (4) 

1. PA.Jombang Kep.BUA MA RI 

No.92c/BUA/SK/03/2015 tanggal 30 

Maret 2015 

Rp. 

1.167.638.000 

2. PA.Situbondo W13-A19/331a/PL.06/2/2015 tanggal 09 

Pebruari 2015 

Rp. 16.783.000 

3. PA.Nganjuk Risalah Lelang Nomor : 1794/2015, 

tanggal 10 Desember 2015 

Rp. 1.650.000 

Tabel 5.5  Penghapusan pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2015 

 

b)  Penetapan Status 

Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang telah dilaksanakan 

Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 

2015 adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini : 

NO SATUAN KERJA NO.BAST / TANGGAL NILAI TOTAL 

(1) (2) (3) (4) 

1. PA.Bojonegoro Kep-75/KM.6/WKN.10/KNL.01/2015 407.180.434 

  Kep-74/KM.6/WKN.10/KNL.01/2015 73.000.000 

2. PA.Mojokerto 33/BUA/SK/I/2015 Tgl 23-01-2015 830.772.657 

  
02/KM.10/KNL.02.2015 Tgl 23-01-

2015 723.776.028 
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3. PA.Gresik 
Kep-92/KM.6/WKN.10/KNL.01/2015 

Tgl.10 Nopember 2015 378.327.051 

  
Kep-93/KM.6/WKN.10/KNL.01/2015 

Tgl.10 Nopember 2015 99.500.000 

4. PA.Probolinggo 
26/KM.6/WKN.10/KNL.04/2015 

Tgl.03 Juli 2015 177.875.900 

5. PA.Madiun Kep-38/KM.6/WKN.10/KNL.06/2015 1.476.652.000 

  Kep-39/KM.6/WKN.10/KNL.06/2015 2.892.833.482 

6. PA.Sampang 261.d/BUA/SK/11/2015 297.101.795 

Tabel 5.6  Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Tahun 2015 

 

c) Transfer Keluar 

Selain pengadaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fasilitas 

gedung, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2015 telah melakukan 

penghapusan aset untuk ditransfer ke Pengadilan Agama di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas 

pokok sebagaimana dalam tabel berikut : 

NO 
SATUAN 

KERJA 

NAMA 

BARANG 
TUJUAN NO. BAST / TANGGAL NILAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 
PTA 

Surabaya 

Meja 

Kerja 

Kayu 

PA Kodya 

Madiun 
W13-A/2474/PL.07/8/2015 19.484.744 

2. 
PTA 

Surabaya 

Meja 

Kerja 

Kayu 

PA Mojokerto W13-A/2475/PL.07/8/2015 19.484.744 

Tabel 5.8 Transfer keluar sarana dan prasarana fasilitas gedung di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015 

 

d) Transfer Masuk 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2015 telah menerima aset dari 

Badan Peradilan Agama (BADILAG) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas 

pokok sebagaimana dalam tabel berikut: 
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No SATUAN 

KERJA 

NAMA 

BARANG 

ASAL NO BAST 

TANGGAL 

NILAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. PTA 

Surabaya 

 
Tanah BUA MA RI 

BAST-

129/KN/2014 

7.947.480.000 

  
Bangunan BUA MA RI 

BAST-

129/KN/2014 
351.000.000 

Tabel 5.9 Transfer Masuk sarana dan prasarana fasilitas gedung  

di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015 

 

D. PENGELOLAAN KEUANGAN  

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.  

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di 

atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan 

serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi 

perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan 

anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.   

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara 

umum diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kepala Sub 

Bagian / Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah 

dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang 

dijabat oleh Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan 

yang dijabat oleh Wakil Sekretaris yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan 

Jasa, Penguji SPP/Pejabat Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian / 

Kepala Urusan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta 
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Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). 

Pada tahun anggaran 2015 terdapat 3 (tiga) program pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh satuan kerja di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya : 

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Program ini tertuang dalam DIPA Badan urusan administrasi (01) yang terdiri dari 

belanja pegawai dan belanja barang. 

 

Komposisi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  

DIPA 005.01 TA 2015 

 

 

Komposisi Anggaran Pengadilan Agama Se Wilayah  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang 

diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai 

honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang 



Bab III  

Pembinaan Dan Pengelolaan 

 

 
 

50 

bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi 

pemerintah, yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, lembur 

dan uang makan PNS. Berikut ini adalah pagu dan realisasi belanja Pegawai Pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya : 

      Pagu DIPA    Rp.  19.546.162.000  

Realisasi DIPA    Rp.  17.781.202.357  

Sisa Pagu DIPA    Rp.    1.764.959.643  

 

 

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama  

Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

Serta pada belanja pegawai seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut: 

      Pagu DIPA    Rp.            176.510.506.000,00  

Realisasi DIPA    Rp.            171.314.412.914,00 

Sisa Pagu DIPA    Rp.      5.196.093.086,00  
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Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sewilayah  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

2. Belanja Barang 

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. 

Berikut ini adalah pagu dan realisasi belanja barang pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya sebagai berikut : 

Pagu DIPA    Rp.    1.787.664.000         

Realisasi DIPA    Rp.    1.744.096.277 

Sisa Pagu DIPA    Rp.            43.567.723 

 

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama  

Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

Untuk belanja barang seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya sebagai berikut: 

3.        

Pagu DIPA                 Rp.      19.627.276.000,00  

Realisasi DIPA    Rp.      18.713.399.676,00 
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Sisa Pagu DIPA    Rp.            913.876.324,00 

 

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Sewilayah  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau 

menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan 

pemerintah. 

Selama tahun anggaran 2015, belanja modal dialokasikan untuk Pembangunan 

Gedung Kantor dan Prasarana Lingkungan Kantor.  Satuan kerja yang  mendapat belanja 

modal pembangunan gedung kantor dan renovasi rumah dinas tersebut, antara lain : 

1. Pengadilan Agama Probolinggo, berupa Pembangunan Gedung Kantor (finishing) 

Rp.1.300.000.000 

2. Pengadilan Agama Kodya Madiun, berupa Pembangunan Pagar Kantor 

Rp.200.000.000,- 

3. Pengadilan Agama Ngawi, berupa Pembangunan Gedung (Tahap I) 

Rp.3.000.000.000 

4. Pengadilan Agama Nganjuk, berupa Renovasi gedung dan Rumah Dinas 

Rp.370.000.000,-  

5. Serta seluruh Pengadilan Agama mendapatkan belanja modal berupa server. 

Berikut pagu dan penyerapan realisasi belanja modal pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya : 
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Pagu DIPA    Rp.            223.000.000 

Realisasi DIPA    Rp.            220.737.000 

      Sisa Pagu DIPA    Rp.                   2.263.000 

 

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama  

Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

Untuk belanja modal pada seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut: 

Pagu DIPA    Rp.    15.813.000.000,00  

Realisasi DIPA    Rp.             14.952.766.128,00 

Sisa Pagu DIPA    Rp.                      860.233.872,00 

 

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Modal Pengadilan Agama Sewilayah  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.01 TA 2015 

 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Terdiri dari belanja barang yang dipergunakan untuk pengeluaran yang berkaitan 

dengan teknis peradilan agama meliputi belanja barang untuk sidang keliling, prodeo 
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dan belanja bahan untuk penyelesaian perkara.  

Berikut pagu dan Penyerapan realisasi belanja barang untuk DIPA 04 pada 

Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : 

Pagu DIPA         Rp.            460.653.000 

Realisasi DIPA    Rp.            448.930.900 

Sisa Pagu DIPA    Rp.                   11.722.100 

   

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama  

Surabaya DIPA 005.04 TA 2015     

      

Serta pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

adalah sebagai berikut : 

Pagu DIPA                Rp.    2.694.673.000,00  

Realisasi DIPA    Rp.    2.647.857.100,00 

Sisa Pagu DIPA    Rp.           46.815.900,00 

 

 

Prosentase Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Sewilayah  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DIPA 005.04 TA 2015 
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4. Pengelolaan Keuangan 

1. Perencanaan anggaran 

Perencanaan anggaran terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perencanaan 

untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK-L) dan perencanaan 1 (satu) tahun berkenaan 

yang disebut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 

1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 

RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L 

yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang 

diperlukan untuk melaksanakannya. Perencanaan dan penganggaran di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun berdasarkan 

kebutuhan kantor dan dibatasi dengan pagu realistis, dimulai dari penetapan 

pagu indikatif, pagu sementara, penelaahan RKA K-L sampai dengan 

turunnya pagu definitif. 

Penyusunan RKA-KL tahun 2015 melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target 

kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL. 

2. Dalam rangka penyusunan RKA-KL dimaksud Satker wajib : 

a. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu 

Sementara tahun 2015; 

b. Mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun 2015; 

c. Melampirkan dokumen data pendukung terkait. 

3. RKA-KL yang telah disusun tersebut, diusulkan ke PTA Surabaya untuk 

kemudian dirasionalisasi sesuai dengan tahapan pagu yang dialokasikan 

oleh Mahkamah Agung RI. 

4. Hasil susunan RKA-KL yang telah dirasionalisasikan tersebut diatas 

kemudian diusulkan / diteruskan ke Mahkamah Agung RI. 
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5. Setelah RKA-KL dibahas antara Mahkamah Agung RI dengan DPR, 

Mahkamah Agung RI bersama dengan PTA Surabaya melakukan 

penelaahan untuk meneliti : 

a. RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan 

pagu yang ditetapkan; 

b. Kesesuaian Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

dan dokumen pendukung dengan RKA-KL; 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila rincian biaya 

yang tercantum dalam Kertas Kerja RKA -KL tidak terdapat dalam 

Standar Biaya Umum. 

Dalam RKA-KL tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya terdapat 3 program, yaitu: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung (005.01.01) 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

(005.01.02) 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08) 

1.2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015 

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setelah DIPA disahkan oleh Direktur 

Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan R.I., setiap Satker menerbitkan 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih 

lanjut dari DIPA.  DIPA tahun anggaran 2015 di lingkungan PTA Surabaya, 

terbagi dalam 3 (tiga) program, yaitu: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung (005.01.01) 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

(005.01.02) 
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08) 

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, tiap Satker di lingkungan 

PTA Surabaya telah membentuk tim pengelola keuangan yang terdiri dari 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan 

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).   

2. Pelaksanaan anggaran 

2.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

DIPA merupakan wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang 

berlaku mulai tahun anggaran 2005 berupa daftar isian yang memuat uraian 

sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana 

penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang 

diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga. 

Pada tahun anggaran 2015, DIPA terdiri atas DIPA Induk dan DIPA 

Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi/rangkuman dari DIPA milik 

satuan kerja (satker) yang disusun oleh Pengguna Anggaran untuk satu unit 

eselon I dan ditandatangani oleh Pejabat eselon I sebagai penanggungjawab 

program yang memiliki alokasi anggaran. Pada DIPA Induk, Pejabat eselon I 

membubuhkan tanda tangan sebagai tanda pengesahan atas dokumen DIPA. 

Pada DIPA Petikan yang diperuntukan bagi satker tidak diperlukan tanda 

tangan basah. Namun keabsahan DIPA Petikan tetap dapat terjamin karena 

melalui otomatisasi sistem, pada setiap DIPA Petikan akan diberikan kode 

pengaman berupa digital stamp. 

Pada tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya menerima 2 (dua) DIPA dari eselon I Mahkamah Agung, yaitu: 

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (kode 005.01) 

2. DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama (kode 005.04) 

2.2. Pencairan Anggaran 
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Model pencairan dana bagi Satker ada 2 jenis, yaitu model langsung 

(LS) dan uang persediaan (UP).  Contoh pencairan dana dengan 

menggunakan LS misalnya gaji dan tunjangan, lembur, uang makan, 

remunerasi, perjalanan dinas, belanja diatas Rp. 50.000.000 kepada satu 

rekanan (kecuali honor), dan pembayaran kepada pihak ketiga, sedangkan 

dengan metode uang persediaan misalnya belanja barang operasional, belanja 

jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. 

2.2.1.   Belanja Pegawai 

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belanja pegawai 

dipergunakan untuk: 

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 

Pembayaran belanja pegawai gaji dilaksanakan secara langsung kepada 

pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Namun 

apabila Satker masih menghendaki pembayaran secara tunai, maka hal 

tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala 

KPPN yang memuat pernyataan KPA bertanggungjawab atas 

penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, 

pencurian, perampokan atau sebab lain. 

2. Belanja Uang Makan PNS 

Pembayaran uang makan diberikan kepada pegawai yang bekerja pada 

hari kerja yang ditetapkan maksimal 22 hari kerja. 

Pengajuan pembayaran uang makan untuk diterbitkan SPM dan SP2D 

dilampiri dengan Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani 

oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK, SPP, SSP PPh 

Pasal 21, SPTJM dari Kuasa PA/PPK. 

3. Belanja Uang Lembur PNS 

Pembayaran uang lembur diberikan kepada pegawai yang bekerja pada 

waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja yang telah ditetapkan atas 
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perintah atasan dengan  surat perintah.  

Pengajuan pembayaran uang lembur untuk diterbitkan SPM dilampiri 

dengan Daftar Perhitungan Uang Lembur yang ditandatangani oleh 

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK, Surat Perintah Kerja 

Lembur, Daftar Hadir Kerja, Daftar Hadir Lembur, SPP, SSP PPh Pasal 21 

dan SPTJM dari Kuasa PA/PPK. 

4. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

SPM belanja pegawai gaji terdiri dari beberapa jenis pembayaran yaitu gaji 

induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang muka gaji, uang duka wafat/tewas. 

SPM-LS Belanja Pegawai yang diajukan ke KPPN harus disertai 

dokumen/persyaratan pendukung sesuai jenis permintaan pembayaraannya.  

Daftar gaji dibuat dengan menggunakan aplikasi GPP Satker, dan 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan 

PPABP. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga bertugas menghimpun pengajuan 

dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) dari 

satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.   

Pengajuan remunerasi dilakukan tiap bulan dan sejak bulan September 2014 

wajib menggunakan aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) 

http://komdanas.mahkamahagung.go.id. 

Aplikasi Komdanas merupakan aplikasi intranet yang dibuat Mahkamah 

Agung RI, selain untuk menghindari kesalahan perhitungan, penggunaan 

aplikasi Komdanas dilakukan dalam rangka mendukung rencana pengajuan 

dan pertanggungjawaban yang bersifat paperless serta pelaksanaan Program 

Elektronik Audit (e-Audit) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan RI. 
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2.2.2. Belanja Barang Operasional 

 Merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai yang 

dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja 

dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.  Jenis pengeluaran terdiri 

dari antara lain: 

1. Belanja keperluan perkantoran 

2. Belanja pengadaan bahan makanan 

3. Belanja penambah daya tahan tubuh 

4. Belanja bahan 

5. Belanja pengiriman surat dinas 

6. Honor yang terkait dengan operasional satker 

7. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon, dan 

air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni 

8. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai 

gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional) 

9. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (Pengeluaran untuk 

membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat 

kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat) 

10. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai 

pemeliharaan asset yang terkait dengan pelaksanaan operasional satker 

sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi 

11. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satker 

12. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 

 

2.2.3. Belanja Barang Non Operasional 

Merupakan pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai dikaitkan 

dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya 
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pelayanan yang bersifat eksternal.  Jenis pengeluaran terdiri antara lain: 

a. Honor yang terkait dengan output kegiatan 

b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan 

di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, 

uang transport lokal, biaya akomodasi yang mendukung penyelenggaraan 

kegiatan berkenaan 

c. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja 

d. Belanja jasa profesi 

e. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target 

kinerja 

f. Belanja jasa 

g. Belanja perjalanan  

2.2.4. Belanja Modal 

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belanja modal 

dipergunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan. 

Pencairan dana belanja modal dilakukan secara langsung (LS) artinya 

pembayaran melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening pihak 

ketiga/rekanan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

2.3.   Pembukuan Bendahara  

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN harus 

dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.  Pembukuan bendahara 

terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan 

Anggaran. 

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola 

APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013, 

sedangkan Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Serta 

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara diatur oleh Dirjen 
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Perbendaharaan dengan peraturannya Nomor Per-3/PB/2014. 

2.4.   Pajak 

Setiap bendaharawan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP).  Bendaharawan pemerintah wajib melakukan pemotongan dan 

pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan PPN dan PPn BM 

yang besarannya diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,  

antara lain: 

- Pajak Penghasilan Pasal 21/26 

- Pajak Penghasilan Pasal 22 

- Pajak Penghasilan Pasal 23/26 

- Pajak Penghasilan yang bersifat final 

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBm) 

Setelah memungut dan memotong pajak-pajak tersebut, bendaharawan wajib 

menyetorkan dan melaporkan pemotongan dan pemungutan yang telah 

dilakukan. 

2.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari 

penerimaan perpajakan.  PNBP di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya meliputi :  

- Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah, seperti : 

pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro) akun 423221, peneriman 

kembali belanja pegawai pusat TAYL akun 423911, penerimaan kembali 

persekot/uang muka gaji akun 423991; 

- Penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan BMN, seperti pendapatan 

sewa tanah, gedung dan bangunan akun 423141 

- Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

pemerintah, seperti pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera 

Badan Peradilan akun 423413,  pendapatan kejaksaan dan peradilan 
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lainnya akun 423419 dan lain sebagainya. 

Penerimaan ini secara khusus telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP 

Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  

Jumlah Keseluruhan PNBP tahun 2015 sebesar Rp.8.484.400, dari 

ketiga kelompok penerimaan tersebut diatas, PNBP yang terbesar adalah 

yang berasal dari pengelolaan barang milik Negara (BMN) yakni sebesar 

75,37%  kedua ditempati penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan 

sebesar 24.63 %. 

2.6. Revisi Anggaran 

Apabila dalam pelaksanaan anggaran ada kesalahan administrasi dalam 

DIPA atau dalam pelaksanaannya dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan 

kantor, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi.  

Revisi anggaran meliputi : 

1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau 

pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; 

2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran 

tetap; dan atau 

3. Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi   

Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran dibagi dalam 5 (lima) kelompok 

yakni :  

1. Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; 

2. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

3. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I 

Kementerian/Lembaga; 

4. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dan 

5. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI. 
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Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

257/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015  

yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor: PER-9/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Revisi 

Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran 

Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015.  

2.7. Kerugian Negara 

Adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 

lalai. Penyebab terjadinya kerugian negara adalah bencana alam, 

perampokan/pencurian, penggelapan uang/BMN, kelalaian, atau dengan 

perbuatan melawan hukum.   Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 59 ayat 

(2) berbunyi “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 

yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban 

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, 

wajib mengganti kerugian tersebut”.  

3.    Pelaporan Anggaran 

3.1.   Laporan SAKPA 

Aplikasi SAKPA merupakan implementasi dari Sistem Akuntansi 

Instansi, yang digunakan oleh Satker untuk menghasilkan Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca.  Untuk kemudian tiap bulan Arsip Data Komputer 

(File Kirim dan Backup) SAKPA Satker dilakukan proses rekonsiliasi dengan 

KPPN, yang bertujuan untuk penyamaan data realisasi belanja dan 

pendapatan.  

Selain melakukan pengiriman data ke KPPN setempat, Satker juga 

berkewajiban untuk melakukan pengiriman ADK SAKPA (dari hasil 

rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar) tiap bulan ke koordinator 

wilayah. 
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas menghimpun ADK 

SAKPA pengadilan agama se Jawa Timur (38 satker) untuk kemudian 

diserahkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Korwil DIPA 01.  

Sedangkan sebagai Koordinator Wilayah DIPA 04, Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya berkewajiban menatausahakan aplikasi UAPPA-W (Unit 

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) dan setiap triwulan 

melakukan pengiriman ADK ke Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

3.2.Laporan PNBP 

Merupakan laporan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan 

masing-masing Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban atas PNBP yang 

ditatausahakan.  Satker memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan 

Bulanan Realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan 

Realisasi PNBP triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah triwulan yang bersangkutan berakhir sebagaimana telah diatur dalam 

pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak. 

3.3.Laporan Realisasi Anggaran dan Menurut Program (format DJA) 

Adalah laporan yang menggambarkan dana DIPA yang tersedia dan 

penyerapan anggaran setiap bulannya, serta dibedakan dalam 3 (tiga) jenis 

belanja yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.   

3.4. Laporan Aplikasi e-Monev Bappenas 

Aplikasi e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana  Pembangunan 

Tahun 2015 merupakan optimalisasi dari Aplikasi Pelaporan PP 39/2000 (off-

line) sebelumnya.  Dalam memantau pelaksanaan kegiatan, sistem e-Monev 

memonitor dari dua aspek, yakni realisasi anggaran dan realisasi kinerja. 

Mekanisme pengumpulan data/informasi untuk pelaporan monev 
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kinerja program/kegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara online.  

Adapun prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut: 

1. Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UKE I 

bersama dengan penanggung jawab kegiatan (UKE II) melakukan 

konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan 

dan target anggaran kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai 

dengan Triwulan IV (kumulatif); 

2. Selanjutnya, UKE I K/L cq. SetDitjen/unit kerja dengan fungsi sejenis, 

melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja 

(seluruh indikator sasaran kegiatan) secara online melalui sistem e-Monev 

paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir; 

3. Menteri/Pimpinan Lembaga (cq. Kepala Biro Perencanaan), memeriksa 

dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I melalui aplikasi e-Monev 

paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.  

3.5. Laporan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran 

Aplikasi ini merupakan implementasi pasal 18 ayat (1) PMK No. 

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan 

RKA-KL yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga 

menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja untuk setiap program K/L yang 

dipimpinnya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. 

Pada Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran, satker harus merekam 

realisasi volume output dan persentase perkembangan pencapaian output. 

3.6.   Laporan TGR 

Laporan perkembangan TGR berisi informasi mengenai uraian 

singkat kerugian negara dan status TGR tanggal tertentu.  Laporan ini 

disampaikan segera setelah terjadi perkembangan penyelesaian kerugian 

negara maupun ketika timbul kerugian negara yang baru.  Laporan TGR 

disampaikan oleh Satker segera setelah triwulan berakhir. 
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E.  DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI  

a)  Perangkat Keras 

 Sampai dengan tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah 

melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi informasi, 

diantaranya yaitu : 37 unit P.C Unit  dan 40 laptop, antara lain : 

- Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware) pada 37 (tiga puluh tujuh) 

unit P.C Desktop, 40 (empat puluh) unit laptop, jaringan lokal (LAN) dan 

internet (WAN) serta perangkat CCTV; 

- Pengembangan jaringan komputer (Networking) dengan memisahkan 

jaringan (LAN) Kesekretariatan dan Kepaniteraan; 

- Penyediaan titik-titik jaringan (LAN) baru bagi user yang membutuhkan 

sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja sehari-hari; 

- Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full 

Wi-Fi; 

- Peningkatan mesin absensi pegawai yang dapat melakukan scanning sidik 

jari (finger print) dan wajah (face scan); 

- Menyediakan hadisk untuk file sharing antar bagian. 

 b)  Perangkat Lunak 

Disamping pengembangan pada perangkat keras (hardware), Pengadilan Tinggi 

Agama juga telah melakukan pengelolaan dan pengembangan pada perangkat 

lunak (software), diantaranya yaitu: 

- Pemanfaatan SIADPTA yang dikembangkan oleh Badilag untuk mengelola 

administrasi perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

- Pengembangan website pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu 

http://www.pta-surabaya.go.id dengan melakukan peningkatan system 

security, perbaikan pada konten dan interface, serta penyempurnaan menu-

menu website sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk mengakses 

isi website, sehingga pada tahun 2014 website Pengadilan Tinggi Agama 
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Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai 10 besar website terbaik 

secara nasional; 

- Pemanfaatan aplikasi SIMAK-BMN, SIMANTAP dan Aplikasi Persediaan 

yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan R.I. untuk mengelola 

barang inventaris pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan yang 

terbaru yaitu aplikasi SIMAN BMN; 

- Pemanfaatan aplikasi-aplikasi pada sub bagian keuangan diantaranya yaitu, 

Aplikasi SAIBA, SIMFONY, SPM, GPP, RKA-KL, SIRUP dan PP 39 yang 

dikembangkan oleh Kementerian Keuangan R.I. untuk merencanakan, 

mengelola, dan melaporkan keuangan DIPA pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya; 

- Pemanfaatan aplikasi SIMPEG Online dan Sistem Aplikasi Kepegawaian 

dari Badan Kepegawaian Negara yang dikembangkan oleh Badilag untuk 

mengelola data pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 

- Pemnafaatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online yang 

dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI; 

- Pemanfaatan aplikasi perpustakaan SliMS (Senayan Library Management 

Systems) yang dikembangkan oleh Depdiknas untuk mengelola 

perpsutakaan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sudah 

terkonfigurasi dengan website. 

- Pemanfaatan aplikasi Jaringan Digital dan Informasi Hukum dari Biro 

Humas dan IT Mahkamah Agung RI yang sudah teritegrasi dengan 

website. 

 

F.   REGULASI TAHUN 2015   

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan beberapa kebijakan 
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dan regulasi selama tahun 2015 terutama pada peningkatan reformasi birokrasi. Reformasi 

birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya 

manusia aparatur. Pembagian 8 (delapan) area, yaitu : 

1. Manajemen Perubahan 

Area ini bertujuan untuk merubah secara sisimatis dan konsisten dari sistim dan 

mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit untuk menjadi 

lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Adapaun sasarannya 

adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya 

kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya 

resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk 

mewujudkannya pada tahun 2015 diantaranya : 

a. Membuat Regulasi Tim Reformasi Birokrasi untuk melakukan pembinaan pada 

internal satuan kerja dan Pengadilan Agama tingkat pertama,  

b. Sosialisasi dan pengenalan tentang ISO 9001-2008 kepada semua pengadilan agama 

sejawatimur. 

c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai dengan melakukan pembinaan pada pegawai 

internal dan Pengadilan Agama Tk.Pertama 

d. Mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang teknis peradilan dan 

kesekretariatan. 

2. Perundang-undangan 

Area ini bertujuan meningkatkan effektifitas pengelolaan peraturan perundangan- 

undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga. Adapun sasaran yang ingin 

dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- 

undangan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga, meningkatnya effektifitas 

pengelolaan peraturan perundang-undangan. Diantaranya : Membuat SOP sebagai 
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pedoman pelaksanan tugas sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Nomor PAN.01.2015.SOP.PTA.SBY tanggal 05 Januari 2015 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan  efesiensi dan efektifitas sistem organisasi secara 

profesional  sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga 

organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai  

adalah ; menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya 

kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya dalam pelaksanaannya diantaranya : Pembuatan Job Discription sesuai 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-

A/0626.2/OT.01.2/SK/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015.  

4. Penataan Tata Laksana 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan 

prosedur kerja yang jelas, efektif,efesien dan terukur pada suatu organisasi. Adapun 

sasaran yang ingin dicapai  adalah : meningkatnya penggunaan tehnologi informasi 

dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan 

efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di pemerintah. 

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam implementasinya dalam 

organisasi telah menggunakan aplikasi baik SIADPTA Plus untuk pelayanan perkara, 

SIKEP, SIMPEG, e PUPNS untuk kepagawaian, SIMAK & SIMAN BMN, PERSEDIAN 

untuk barang milik negara serta SPIP dan APIP .Untuk pengukuran pencapaian adalah 

dengan terbangunnya IKU dan survey capaian kinerja sebagaimana wujud dari Perjanjian 

Kerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung 

oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis,  kompetensi, trasparan., serta 

memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepandan.  Adapun sasaran 

yang ingin dicapai adalah : 
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a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.  

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur       pada 

masing-masing lembaga.  

c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM dan 

meningkatnya profesinaolisme SDM Aparatur.  

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mewujudkannya adalah dengan 

menertibkan SIMPEG Online sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang dalam 

pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, 

sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan  absensi melalui 

finger dan dikoordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua tim pengawasan. 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ankuntabilitas kinerja 

lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kinerja lembaga dan 

meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang 

mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningktan kwalitas 

laporan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk pelaksanaannya adalah  

a. Membuat IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis TI, 

b. Melakukan pengawasan masing-masing bidang secara berkesinambungan. 

c. Melakukan bimbingan teknis pada pegawai pengadilan untuk peningkatan kinerja. 

7. Penguatan Pengawasan 

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas 

KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:   

a. Meningkatnya kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan negara dan 

pengelolaan aset negara. 

b. Meningkatnya status opini BPK tehadap pengelolaan negara.  

c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.  

Untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam implentasi pada area ini 

adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara dengan secara 
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rutin dan berkala serta memasukan dalam Website satuan kerja sedang untuk perkara 

menggunakan aplikasi SIADPTA Plus dan secara internal telah ditunjuk Pengawas 

Bidang. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

Area ini bertujuan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan  harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :   

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( cepat, murah, biaya ringan).  

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan 

internasional.  

c. Meningkatnya indeks kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan    publik. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  untuk pengukuran pelaksanaan pada area 

ini telah melakukan peningkatan dan evaluasi meja informasi sebagai sarana melayani 

masyarakat dan stakeholder memberikan informasi secara langsung, menyediakan nomor 

telepon dan email pengaduan,kotak saran yang ditempatkan di sekitar kantor serta 

memberikan pembinaan secara terus menerus kepada Pengadilan Agama di wilayah Jawa 

Timur. Pada bulan Oktober  2015 salah satu Pengadilan Agama di Jawa Timur yaitu 

Pengadilan Agama Surabaya telah dinyatakan LULUS TANPA SYARAT ISO 9001-2008  

yang mana berarti telah menerapkan pelayanan sesuai standart  ISO. 
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BAB IV 

PENGAWASAN 

 

A. Internal 

Dalam tahun 2015 Hakim Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan 

pembinaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama 

sejawa timur diantaranya :  

1. Pengawasan setiap 6 bulan sekali oleh Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing 

bagian pada satuan kerja. 

2. Pengawasan pada 6 (enam) Pengadilan Agama dalam rangka mutasi Ketua. 

3. Pengawasan dan pembinaan langsung di beberapa Pengadilan Agama, untuk 

menindaklanjuti 44 (empat puluh empat) surat pengaduan masyarakat baik melalui 

telepon langsung, surat maupun surat elektronik. 

B. Evaluasi 

Evaluasi tentang pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dan Pengadilan Agama sejawa timur diantaranya : 

1. Evaluasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dan 15 (lima belas) Pengadilan Agama di Jawa Timur. 

2. Evaluasi terhadap pengaduan yang masuk dan menindaklanjuti dengan melakukan 

pemeriksaan. 

Selain itu, diadakan pula kegiatan-kegiatan dalam satu tahun yaitu : 

1. Bimbingan Teknis Jurusita Pengganti dengan peserta 37 (tiga puluh tujuh) Panitera 

Sekretaris Pengadilan Agama Se jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 03 sd 

05 Juni 2015. 

2. Sosialisasi aplikasi JDIH bekerjasama dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah 
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Agung RI dengan peserta 37 (tiga puluh tujuh) operator IT yang diselenggarakan 

pada tanggal 16 April 2015. 

3. Sosialisasi dan pengenalan ISO dengan peserta 37 (tiga puluh tujuh) 

Panitera/Sekretaris yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2015. 

4. Orientasi Peningkatan Teknis Pemberkasan Kasasi/PK bekerjasama dengan Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bertempat di Malang tanggal 02 s/d 05 

Nopember  2015 dengan peserta 40 peserta yaitu Ketua Pengadilan Agama Se Jawa 

Timur dan Hakim Tinggi Agama . 

5. Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah bertempat di Hotel Harris Malang pada tanggal 

23 s/d 25 Nopember 2015 dengan sasaran 40 peserta yaitu Ketua Pengadilan Agama 

Se Jawa Timur dan Hakim Tinggi Agama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN  

1. Penyelesaian perkara tahun 2015 pada tingkat banding telah memenuhi target dan 

berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2014 sebanyak 14 perkara, ditambah yang 

diterima tahun 2015 sebanyak 382 perkara maka total keseluruhan 396 perkara, telah 

berhasil diselesaikan sebanyak 381 perkara ( 96.22%), sisanya sebanyak 15 perkara 

(3,78 %). Sedang pada tingkat pertama sisa tahun 2014 sebanyak 21.627 perkara 

ditambah yang diterima tahun 2015 sebanyak 108.632 perkara, jumlah keseluruhan 

120.259 perkara, yang berhasil diputus/diselesaikan sebanyak  104.119 perkara (86,58 

%), sehingga sisa akhir tahun 2015 sebanyak 20.007 perkara (13,42 %) masih di atas 

sepuluh persen ; 

2. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima di tingkat pertama terdapat penurunan. 

Sama seperti ditingkat banding terdapat penurunan. Pada tahun 2014 perkara yang 

diterima pada tingkat pertama sebanyak 134.035 perkara, sedang pada tahun 2015 

sebanyak 130.259 perkara. Adapun di tingkat banding pada tahun 2015 yang diterima 

382 perkara, sedang tahun 2014 sebanyak 410 perkara. 

3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, dan 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 

Tahun 2013 walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki / 

disempurnakan; 

4. Pelaksanan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama 

terhadap Pengadilan Agama se Jawa Timur  baik dalam bidang administrasi maupun 

teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah 

dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif; 
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B. REKOMENDASI 

1. Mohon kepada Mahkamah Agung agar meningkatkan alokasi anggaran untuk 

mendukung kegiatan-kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik pengawasan 

dan pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana. 

2. Mohon Mahkamah Agung agar mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin 

tentang Pola Bindalmin yang telah direvisi, pembinaan teknis dan non teknis untuk 

peningkatan kemampuan SDM pegawai Pengadilan; 
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